
 

Koreksi  tan 

 ggal 25 Nov 2019  

BUPATI SUKOHARJO 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR  50  TAHUN  2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 

NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 224/P/2021 

tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional 

Sekolah regular Tahun Pelajaran 2021/2022, maka perlu 

dilakukan penyesuaian anggaran;  

b. bahwa berdasarkan ketentuan  huruf E, hal-hal khusus 

lainnya butir 10  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  

64  Tahun  2020 tentang  Pedoman   Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 

mengatur Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan 

yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang 

penggunaanya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal 

penganggaran dana transfer ke daerah dimaksud 

penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun 

berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian 

atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan 

melakukan perubahan Peraturan Kepala Bupati tentang 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan diberitahukan 

kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan 

dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah 

Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2021; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan 

mengubah Undang-undang No. 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2757); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2004  tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736);  

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor  109  Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5340);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575);  
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Kepala Daerah kepada Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah, 

dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah 

Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4693);  

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 

keuangan Gubernur Sebagai Wakil pemerintah di Wilayah 

Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5107);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Nomor 172); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4); 
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);  

21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067);  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630);  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun  2020  

tentang  Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan  dan  

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);   

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 
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25. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 45):  

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SUKOHARJO NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 

44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita 

Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 45) diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Pasal 3 dalam Lampiran II dengan Nomor  Kode 

1.01.2.22.3.26.06 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  Kode 

1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan, Kode 1.04.2.11.0.00.02 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukima, Kode 

4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah, Kode 

4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Kode 5.02.0.00.0.00.04 Badan Keuangan Daerah, 

Kode 6.01.0.00.0.00.01 Inspktorat Daerah, Kode  

7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Polokarto, Kode  

8.01.0.00.0.00.01 Kesatuan Bangsa dan Politik  diubah 

sebagaiamana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 

 

Ditetapkan di Sukoharjo 

pada tanggal 8 November 2021 

BUPATI SUKOHARJO, 

 

ttd. 
 

ETIK SURYANI 

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 8 November 2021 

 

 SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 

 

ttd. 
  

             WIDODO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 

TAHUN 2021 NOMOR 51 

 

Salinan Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum 
 

 

 
 

RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH,SH 

Penata Tingkat I 
NIP.19790801 200501 2 010 

 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, 

PROVINSI JAWA TENGAH 
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